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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dasar hukum yang berkaitan dengan perjanjian pengikatan jual beli adalah Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyebutkan “jual beli adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah ditetapkan”.

Jual beli merupakan suatu perjanjian konsensuil, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah, mengikat atau mempunyai kekuatan hukum pada detik tercapainya kata sepakat antara pihak penjual dan pihak pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (essentialia), yaitu mengenai barang dan harga biarpun jual beli itu mengenai barang yang tidak bergerak.

Sifat konsensuil jual beli ini ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdata yang berbunyi : “Jual beli dianggap telah terjadi kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayàr”.

Perjanjian jual beli yang dianut KUHPerdata tersebut juga dikatakan bersifat obligatoir, karena perjanjian itu belum memindahkan hak milik. Adapun hak milik baru berpindah dengan dilakukannya levering atau penyerahan. Dengan demikian, maka dalam sistem KUHPerdata tersebut levering merupakan suatu perbuatan yuridis guna memindahkan hak milik (transfer of ownership). Levering atau transfer of ownership adalah penyerahan suatu barang oleh pemilik atau atas namanya kepada orang lain, sehingga orang lain ini memperoleh hak milik atas barang tersebut dalam hal ini adalah satuan unit apartemen. Levering atau transfer of ownership ini mengikuti perjanjian obligator, karena menurut sistem KUHPerdata, perjanjian obligator itu baru dalam taraf melahirkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik, supaya hak milik berpindah, perlu diikuti dengan penyerahan barangnya 

Penyerahan yang dimaksud meliputi pemindahan penguasaan dan pemindahan hak atas barang berdasarkan perikatan dasar yaitu perjanjian. Setiap perjanjian yang mengandung tujuan memindahkan penguasaan dan hak milik, perlu dilakukan dengan penyerahan barang tersebut. Penyerahan tersebut dilakukan baik secara nyata, maupun secara yuridis. Penyerahan yuridis dapat dilihat dengan jelas pada barang tidak bergerak, karena tata caranya diatur dalam Undang-Undang.

Perjanjian pengikatan jual beli antara penjual dengan pembeli pastinya menimbulkan kewajiban bagi masing-masing pihak untuk melaksanakan prestasi tersebut. Kewajiban utama penjual adalah menyerahkan ruko sebagai objek perjanjian jual beli pada dasarnya hak utama dari pembeli dan demikian pula sebaliknya, kewajiban utama pembeli membayar harga ruko sesuai dengan perjanjian jual beli yang merupakan hak utama dari penjual. Hal ini berarti ada hubungan timbal balik antara kewajiban penjual ruko dan kewajiban pembeli ruko dengan hak-hak dari masing-masing pihak.

Setiap hubungan hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat tidak luput dari suatu sengketa baik yang dapat dinilai dalam skala kecil atau bahkan skala besar. Hal ini pun terjadi di dalam perjanjian jual beli ruko antara penjual dengan pembeli. Perjanjian jual beli apabila tidak terlaksana dengan baik disebabkan salah satu pihak telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dan tidak beritikad baik untuk menyelesaikannya. Terjadinya wanprestasi tersebut, maka pihak yang dirugikan mengajukan gugatan agar pihak yang menimbulkan kerugian memberikan kompensasi atau ganti rugi akibat perbuatan wanprestasi tersebut.
Wanprestasi dalam perjanjian jual beli seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 113/Pdt.G/2024/PN.Mdn dengan penggugat  Hendri Ongso menggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Februari 2024 dalam Register Nomor 113/Pdt.G/2024/PN-Mdn telah mengajukan gugatan  bahwa Penggugat pemilik nama Toko Sentosa Jaya Grosir Sandal dan Sepatu sejak tahun 2019 yang mana usaha tersebut beralamat di Jl. Sutomo, No.306. Terggugat I (Walisi) selaku pemilik Toko Usaha Jaya, beralamat di Jl. Sutomo, Tergugat II (Paiman) sebagai pemilik Toko Buana beralamat di Jl.Sutomo dan Tergugat III (Ricky Pratama Wibowo) sebagai Pemilik Toko Berkat Abadi, yang mana Tergugat I dengan Tergugat II adalah saudara Kandung, dan Tergugat III adalah Keponakan dari Tergugat I dan II. Penggugat dan Tergugat I dan II menjalin bisnis jual beli Sepatu dan Sendal sejak 01 September 2019, sedangkan Penggugat dan Tergugat III menjalin bisnis jual beli Sepatu dan Sendal sejak 18 April 2022, yang mana Para Tergugat selaku penjual/penyuplai barang dan Penggugat selaku pembeli.

Hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat merupakan hubungan hukum Perdata perjanjian jual beli barang jenis sepatu dan sandal atas dasar kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Para Tergugat secara lisan dan dilihat dari kebiasaan Penggugat melakukan pembayaran pembelian barang kepada Para Tergugat sejak tahun 01 September 2019 2019 sampai dengan Oktober 2023, oleh karena itu perbuatan Penggugat bukan merupakan perbuatan tindak pidana penipuan dan penggelapan (pasal 372 dan 378 KUHP) sebagaimana yang di tuduhkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat.

Perjanjian secara lisan yang telah dibangun oleh Penggugat dengan Para Tergugat tentang sitem pembayaran tersebut menjadi kebiasaan dan menjadi aturan bagi Penggugat dan Para Tergugat. Perjanjian secara lisan dan kebiasan diantara Penggugat (Hendry Ongso) dengan Tergugat I (Walisi), Tergugat II (Paiman) dan Tergugat III (Ricky) menjadi Peraturan/undang-undang bagi mereka (Asas pacta sunt servanda) merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam sebuah perjanjian. Dari berbagai asas yang ada di dalam perjanjian, asas pacta sunt servanda di anggap sebagai asas paling fundamental karena melandasi lahirnya sebuah perjanjian, sehingga dalam hukum positif rumusan normanya berarti setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipilih judul skripsi “Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Lisan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 113/Pdt.G/2024/ PN.Mdn)”.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam  penyusunan skripsi ini adalah :

Bagaimana unsur-unsur perbuatan melawan dalam perjanjian jual beli ?
Bagaimana pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum dalam  Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 113/Pdt.G/2024/ PN.Mdn ?
Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 113/Pdt.G/2024/ PN.Mdn?
Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui  bentuk unsur-unsur perbuatan melawan dalam perjanjian jual beli.
Untuk  mengetahui pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum dalam  Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 113/Pdt.G/2024/ PN.Mdn.

Untuk  mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 113/Pdt.G/2024/ PN.Mdn.
Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi manfaat penulisan dalam  skripsi ini adalah sebagai berikut :

Secara teoritis untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu  pengetahuan dan memberikan sumbangan  pemikiran dalam   rangka  pengembangan  ilmu  hukum khususnya tentang perbuatan melawan hukum dalam perjanjian jual beli.

Secara praktis memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyelesaian hukum jika terjadi perselisihan apabila terjadi perbuatan melawan hukum dalam perjanjian jual beli.
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